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EXECUTIVE SUMMARY

Kanwil DJPb
Provinsi Bangka Belitung

Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II tahun 2025 mencatat
pertumbuhan sebesar 4,09 persen y-on-y, meningkat signifikan dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 1,02 persen. Pemulihan ini tidak
terlepas dari perbaikan kondisi pasca kasus tata niaga timah pada tahun 2024 yang
sempat mengguncang berbagai sektor potensial. Iklim usaha yang lebih kondusif di
tahun 2025 menjadi penopang utama dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, terutama melalui Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang tumbuh
tinggi sebesar 7,83 persen, didorong oleh meningkatnya aktivitas industri smelter
timah sebagai komoditas unggulan daerah. Sejak Januari 2025, ekspor logam timah
kembali dilakukan, yang turut mendorong pertumbuhan Lapangan Usaha
Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,22 persen seiring meningkatnya permintaan
bijih timah dari negara-negara dengan basis industri manufaktur. Selain itu, inflasi
regional pada September 2025 juga terjaga pada tingkat 1,82 persen y-on-y,
mencerminkan daya beli masyarakat yang masih terkendali.

Dari sisi fiskal, hingga akhir September 2025, penerimaan negara tumbuh 23,44
persen y-on-y. Sementara itu, kebijakan efisiensi mendorong perlambatan realisasi
Belanja Pemerintah Pusat terutama Belanja Barang dan Belanja Modal. Untuk
mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif di tujuh kabupaten/kota, Belanja
APBN masih didominasi Transfer ke Daerah yang mencapai 72,37 persen dari total
belanja negara. Di sisi lain, realisasi pendapatan APBD konsolidasian tumbuh 4,99
persen sedangkan dari sisi belanja terkontraksi sebesar 13,67 persen y-on-y. 
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KINERJA APBN

I-Account APBN Kep. Bangka Belitung

Rp2,57 T

Penerimaan Pajak tumbuh 18,81% seiring
dengan penggalian potensi perpajakan
yang optimal di Kep. Babel. Pada bulan
September terjadi peningkatan target pajak
pada KPP lingkup Kep. Babel, seriring
dengan membaiknya ekonomi dan ekspor
di Pulau Bangka.
Bea Keluar mendominasi dalam postur
Bea Cukai sebesar 97,94%. Penerimaan
bulan September sebesar Rp11,96 miliar,
peningkatan signifikan jika dibandingkan
Juli 2025 didukung oleh realisasi Bea
Keluar yang sangat tinggi atas ekspor
komoditas RBD Palm Olein. 
Kontribusi terbesar PNBP bersumber dari
Pendapatan Administrasi dan Penegakan
Hukum dikontribusikan Pendapatan STNK
dan BPKP satker Kepolisian didorong
salah satunya adanya kebijakan pemutihan
pajak kendaraan bermotor lingkup Kep.
Bangka Belitung.

(dalam miliar rupiah)

Pendapatan Negara tumbuh positif di tengah efisiensi Belanja Negara

Pendapatan Negara 

23,44% yoy
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Belanja Negara

8,99% yoy

Kontribusi Penerimaan
Perpajakan masih
mendominasi sebesar
91,90 persen dari total
Pendapatan Negara.

Belanja negara masih
didominasi TKD yaitu
sebesar 72,37 persen.

Rp4,29 T
Defisit Anggaran 

Pendapatan Negara

Belanja Barang dan Belanja Modal
terdampak signifikan atas kebijakan
efisiensi, terutama belanja barang non
operasional dan perjadin setelah
berakhirnya  masa Pemilu, serta
penurunan belanja modal jalan, irigasi, dan
jaringan. Belanja fungsi Perumahan dan
Fasilitas Umum turun 86,85% karena
penurunan pagu dan masih rendahnya
realisasi Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
Penyaluran seluruh komponen TKD telah
mencapai lebih dari 50%, kecuali realisasi
DAK Fisik yang baru mencapai 44,24% dari
pagu karena beberapa proyek
pembangunan masih dalam proses
pengerjaan. Capaian TKD pada Pemda di
regional Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung terendah di Kab. Bangka Barat
sebesar 70,54% dan tertinggi Kab. Bangka
Tengah 78,98% dari pagu.

Belanja Negara
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Belanja Pegawai turun 2,32% yoy karena kontraksi
BelanjaTambahan Penghasilan Pegawai ASN Daerah. Sedangkan
Sebagian besar komponen belanja lainnya mengalami
pertumbuhan.

Belanja Barang dan Jasa melambat 17,00% yoy sebagai akibat
turunnya kinerja Belanja Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja
Jasa.

Belanja Modal terkontraksi cukup dalam sebesar 57,80% yang
didominasi oleh penurunan Belanja Modal Jalan dan Jembatan,
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, dan Belanja
Modal bangunan Air.

Secara kumulatif, Pendapatan Asli Daerah didominasi oleh Pajak Daerah
dengan  kontribusi 64,02%, dan tumbuh sebesar 16,75% seiring dengan
pulihnya ekonomi Babel.

Kinerja Retribusi Daerah tumbuh positif dan signifikan sebesar 321,38% yoy
yang dipengaruhi oleh peningkatan kinerja seluruh komponen retribusi daerah
dan reklasifikasi pendapatan BLUD Kesehatan ke Retribusi Jasa Umum.

Lain-lain PAD yang Sah turun akibat reklasifikasi, meskipun terjadi
peningkatan signifikan pada komponen Pendapatan dari Pengembalian
dan Penerimaan Komisi Potonganatau Bentuk Lain, serta Pendapatan dari
Pengembalian.

I-Account APBD Konsolidasian
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KINERJA APBD
s.d. 30 September 2025

(dalam miliar rupiah)
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Kontribusi Pendapatan dari Dana
Transfer masih mendominasi
sebesar 75,41 persen dari total
Pendapatan Daerah.

Kontribusi Belanja Daerah
didominasi dari Belanja Operasi
sebesar 86,21 persen.

Rp470,38 M
Surplus Anggaran

4,99% yoy

Top 5 Pajak DaerahKinerja Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Pemerintah Daerah konsolidasian di
Kepulauan Bangka Belitung hingga September 2025 tercatat sebesar 0,24,
masih stabil dibandingkan capaian September 2024. Berdasarkan kriteria, IKF
tersebut masih berada pada kategori Belum Mandiri (0,00–0,25). Kondisi ini
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu
sepenuhnya memenuhi kebutuhan Belanja Daerah. Dalam hal ini, Pemda
masih sangat bergantung pada Dana Transfer, mengingat PAD baru dapat
membiayai sekitar 30,07 persen dari total Belanja Daerah.

Sampai akhir September 2025, Belanja Pegawai mendominasi 55,26 persen  
dari total realisasi belanja daerah. Sementara, Belanja Modal hanya
berkontribusi 3,62 persen dari total belanja daerah.
Pemda lingkup Kep. Bangka Belitung perlu mengupayakan penurunan
proporsi Belanja Pegawai secara bertahap sesuai ketentuan UU No.1 Tahun
2022 yang mengamanatkan alokasi Belanja Pegawai maksimal sebesar 30
persen dari total Belanja Daerah dan Transfer, dan selanjutnya diiringi
belanja infrastruktur sebesar 40 persen. 

Kemandirian Fiskal Bangka Belitung Tercatat Rendah 

Proporsi Belanja Daerah dan Transfer



Mengunjungi Dapur SPPG City Hall Pangkal Pinang (25 Juli 2025) dan Dapur SPPG
Pemali (26 Juli 2025) untuk berdiskusi dengan kepala SPPG terkait.

Audiensi dengan Kepala Regional MBG Prov. Bangka Belitung di Kanwil DJPB Prov
Babel (31 Juli 2025) bersama KPPN Tanjung Pandan, terkait dengan kemajuan program
makan bergizi gratis s.d. bulan Juli 2025 dan rencana penyelenggaraan webinar
Program MBG.

Berkoordinasi dengan Kepala Desa Namang dan Desa Lalang Jaya berikutjajaran,
untuk menjadi supplier dapur MBG.

Berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kab Belitung dan Kab Belitung Timur terkait
suplai ikan MBG di wilayah kepulauan Belitung.

Audiensi dengan jajaran Polda lingkup Babel terkait potensi penambahan jumlah
SPPG melalui Polda.

Koordinasi dengan Koordinator Regional SPPG wilayah Bangka Belitung dan Korwil
SPPG wilayah Belitung terkait update data SPPG, penerima manfaat, dan status SPPG.
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ISU TEMATIK REGIONAL
Program Prioritas Nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG)

Total penerimamanfaat MBG di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebanyak 92.945 dari target 344.601 (26,97%). 

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung

Manfaat 

Koordinasi yang telah Dilakukan 

Penerima manfaat terbagi ke dalam 620 kluster dengan
jumlah penerima terbanyak berada di Kota Pangkalpinang
(28.748 penerima).

Meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat. 

Meningkatkan permintaan bahan makanan yang
bersumber dari pertanian, perikanan, peternakan.

Membuka lapangan kerja dan mengurangi jumlah
pengangguran (Petugas SPPG dan relawan sebanyak
1.081 orang).

Perkembangan Implementasi Program

Jumlah Dapur SPPG yang telah beroperasi
di wilayah Provinsi Babel sebanyak 29
SPPG dan melayani 92.945 penerima
manfaat.

Target Dapur SPPG di Bangka Belitung
sebanyak 159 Dapur SPPG.

Diharapkan dalam waktu dekat akan
bertambah jumlah dapur SPPG yang aktif
sehingga jumlah anak sekolah/masyarakat
yang menerima layanan menjadi 
bertambah.

Isu Strategis
Kebutuhan bahan baku dapur tidak semuanya dapat di-supply
dari sekitar Dapur SPPG.

Perbedaan harga yang dirilis oleh Dinas Perdagangan dengan
harga di pasar yang sebenarnya yang berfluktuasi secara
drastis.

Kualitas bahan makanan berupa sayuran dan buah lokalyang
lebih rendah dibanding yang berasal dari luar Babel.

Minat dan keterlibatan masyarakat/pengusaha sebagai mitra
rendah karena ketidakpastian keberlanjutan usaha, waktu
operasional yang tidak pasti, dan kurangnya jaminan pasar
serta dukungan pembiayaan.

Belum terdapatnya SPPG di Kabupaten Bangka Selatan,
padahal semua siswa berhak menerima MBG.



APBN Regional tetap sustain di tengah transisi rekonstruksi anggaran melalui kebijakan
efisiensi serta penajaman pelaksanaan program strategis di daerah, seiring dengan penerapan

coretax dan peningkatan penerimaan dari perdagangan internasional yang mendukung
akselerasi Pendapatan Negara.

~~

Mendorong diversifikasi komoditas ekspor Babel dengan memperkuat ekspor non-timah
seperti produk perikanan olahan, lada putih, minyak atsiri, minyak sawit dan produk
turunannya serta pengembangan ekspor jasa pariwisata (eco-marine tourism) untuk
menambah devisa. 
Membangun industri pengolahan timah di dalam negeri, hilirisasi produk pertanian dan
perikanan agar tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, namun dapat mendorong
UMKM ekspor berbasis produk lokal.
Melakukan ekspansi pasar ekspor baru, seperti Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan dan
misi dagang dan promosi produk Babel melalui pameran internasional.
Melakukan peningkatan kapasitas pelabuhan ekspor (Pangkalbalam, Belinyu,
Tanjungpandan),
Penyediaan cold storage dan rantai dingin di sentra perikanan, digitalisasi sistem ekspor
(customs clearance online dan traceability produk).
SDM Pelaku Ekspor perlu diedukasi mengenai sertifikasi ekspor bagi pelaku usaha,
dukungan akses pembiayaan ekspor melalui LPEI (Eximbank) dan KUR, serta
pendampingan UMKM untuk masuk ke platform ekspor.

DUKUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Guna mendorong semangat dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, Pemda dan
KL terkait perlu melakukan upaya:

Meningkatkan harga output dan nilai tambah hasil pertanian melalui hilirisasi, diversifikasi,
dan perluasan akses pasar; 
Menekan biaya input produksi dengan subsidi tepat sasaran, teknologi efisien, dan
kelembagaan petani yang kuat.
Meningkatkan pendapatan nelayan melalui peningkatan produktivitas, stabilisasi harga, dan
hilirisasi hasil laut.
Pemberian subsidi untuk nelayan yang tepat sasaran, perlindungan sosial, dan akses
pembiayaan murah. 

Dengan meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, diharapkan mampu berkontribusi
positif pada pertumbuhan ekonomi Babel.

PERLUASAN DAN PENINGKATAN
KOMODITAS EKSPOR

ACTION PLANS

PELAKSANAAN PROGRAM MBG
SPPG agar melibatkan koperasi desa, petani, nelayan, dan peternak lokal untuk menjadi
penyedia/mitra SPPG.
KPPG agar meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas terkait,
sekolah/calon penerima dan melibatkan APIP dalam pelaksanaan program MBG
Diperlukan publikasi standar teknis, daftar perizinan, dan bentuk mekanisme
pendampingan dari BGN, serta pelatihan selektif untuk kepala SPPG agar serapan
anggaran meningkat.
Dukungan lintas institusi terkait dengan pendampingan perizinan, kepastian ketersediaan
bahan baku, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk
mempercepat pendirian dan pengoperasian SPPG di Kabupaten Bangka Selatan
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